BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan seluruh pembahasan di atas, dapat disimpulkan
bahwa:

1. Peran Satreskrim Polresta Bengkulu dalam pencegahan dan
penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak telah dilaksanakan
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak melalui upaya pre-emtif, preventif, dan represif.
Upaya pre-emtif dan preventif dilakukan melalui edukasi, penyuluhan,
patroli, pengawasan, serta pembentukan tim satgas untuk mencegah
terjadinya tindak pidana. Sementara itu, upaya represif dilaksanakan
melalui proses penegakan hukum mulai dari penyelidikan hingga
pelimpahan perkara, disertai dengan pemberian perlindungan dan
pendampingan kepada korban secara humanis. Hal ini menunjukkan
bahwa kepolisian tidak hanya berfokus pada penindakan pelaku, tetapi
juga pada aspek pencegahan, perlindungan, dan pemulihan korban,
meskipun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala
seperti keterbatasan alat bukti, rendahnya pelaporan, serta faktor sosial
dan budaya.

2. Peran Satuan Reserse Kriminal Polresta Bengkulu dalam pencegahan
dan penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak telah sejalan

dengan perspektif figih siyasah. Hal ini tercermin dari pelaksanaan
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fungsi negara sebagai ulil amri dalam menjaga kemaslahatan
(maslahah) dan mencegah kerusakan (mafsadat), melalui upaya pre-
emtif, preventif, dan represif yang berlandaskan prinsip sadd al-
dzari’ah, amar ma’ruf nahi munkar, serta al-‘adl. Selain itu,
perlindungan dan pendampingan korban juga menunjukkan penerapan
fungsi himayah yang berorientasi pada kemanusiaan dan pemulihan.
Dengan demikian, peran kepolisian tidak hanya sebatas penegakan
hukum, tetapi juga implementasi nilai-nilai keadilan dan perlindungan
dalam figih siyasah, meskipun masih diperlukan penguatan dalam

pelaksanaannya agar lebih optimal.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, beberapa saran
berikut dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas inovasi Satreskrim

Polresta Bengkulu dalam perlindungan anak sebagai berikut:

1. Bagi kepolisian, peningkatan kapasitas aparat, pemanfaatan teknologi
digital, dan penguatan kerja sama lintas sektor menjadi langkah
penting untuk memastikan perlindungan anak berjalan menyeluruh,
cepat, dan tepat.

2. Bagi masyarakat, perlu meningkatkan kesadaran dan menghilangkan
stigma terkait kekerasan terhadap anak agar peran serta dalam

perlindungan anak lebih optimal.
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